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KATA PENGANTAR 

        Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini sangat penting 

untuk melengkapi syarat kelulusan dan dalam rangka meraih gelar Sarjana 

Sosial di bidang Administrasi. 

        Skripsi ini membahas dan menguraikan dasar pemikiran pemerintah dalam 

penetapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga, mengidentifikasi target yang hendak dicapai pemerintah melalui 

pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga, serta menganalisis apakah kebijakan ini memenuhi kriteria 

kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger. Penulis sungguh berharap 

bahwa skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca 

mengenai kebijakan pengampunan pajak dan sunset policy yang diterapkan 

Indonesia melalui kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. 

        Dalam proses penelitian penulis banyak menemui kesulitan baik yang 

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, waktu, dana, akses, maupun tenaga. 

Oleh karena itu, penulis sangat menghargai bantuan dari berbagai pihak yang 

telah memberi bantuan, dukungan, dan masukan, berupa dukungan semangat, 

buku-buku, serta bermacam-macam data yang diperlukan dalam penelitian 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan 

ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 
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1. Orang tua tercinta dan adik-adikku yang telah memberikan doa, 

dorongan dan semangat agar penelitian ini dapat terselesaikan tepat 

pada waktunya. 

2. Dr. Safri Nurmantu,M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah sabar 

selalu memberikan masukan. Tanpa anda, skripsi ini akan sarat dengan 

kekurangan dan kelemahan. 

3. Hotmaida di Direktorat KUP Peraturan Pajak I yang telah mengurus dan 

melakukan follow up dalam rangka pelaksanaan penelitian di Direktorat 

KUP. 

4. I Gusti Nyoman Sanjaya-Kepala Seksi Direktorat KUP Peraturan 

Perpajakan I yang telah memberikan bantuan dan data. 

5. Seluruh informan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan yang telah 

memberikan informasi. Terima kasih atas bantuan anda yang sangat 

berharga. 

6. Ika Widiastuti, Ichda Umul Aisah, Elisabeth Ratna, Wina Ramadhani, 

Ariesta Hapsari, Anita Rizki yang telah menjadi teman, sahabat, dan 

saudara selama empat tahun perjalanan di FISIP UI. Tetap semangat 

dalam menyongsong masa depan, sahabat! 

7. Segenap civitas akademika FISIP UI dan pihak-pihak lain yang namanya 

belum disebutkan yang telah membantu secara langsung dan tidak 

langsung dalam menyelesaikan penelitian.  

8. Gerald Riano Masengi yang telah memberikan dukungan, semangat, 

serta bantuan yang tak habis-habisnya. Tanpa bantuan anda dan 

semangat anda, mungkin peneliti tidak akan menyelesaikan penelitian 

tepat waktu. 
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        Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dari skripsi ini. 

Kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu hal yang sangat 

berharga. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 

pembaca 

         

Depok, 30 Juni 2008 

Penulis 
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